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Abstract

This article describe labours protest as a part of social and political control to the local
government concerning  the implementation of regional labour wages. Protest and opposition of
labours  with longmarch actions could not lead it as a social movement because of lack of
objective conditions such as organisation ,  strategy, leadership and ideological system as b ases
of a social movement. Their actions reflection of  a social protest or mass action without
socialisation of ideology and strategy. Beside, their actions tend to promote  how to fullfill  the
basic needs or “wages” as central issue of protest rather th an maintain the ideology of social
change.
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Demonstrasi besar-besaran para buruh dari 10 (sepuluh) Kawasan Industri di Jawa Timur

memprotes Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/286/KPTS/013/2 005 tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur Tahun 2006 (Kompas, 17 -1-
2006), merupakan suatu bentuk protes sosial buruh yang merasa dimarginalkan dari proses
perumusan kebijakan publik tentang pengupahan. Mereka menilai UMK pasca kena ikkan BBM
per 1 Oktober 2005 tersebut tidak sesuai dengan beban biaya hidup yang makin berat dan tingkat
inflasi daerah.  Mereka menuntut agar diadakan revisi UMK sesuai tingkat inflasi masing -asming
daerah, sehingga tiap-tiap daerah besaran UMK berbeda -beda. Gejolak buruh yang menuntut
UMK lebih layak merupakan protes sosial rutin buruh  tiap akhir tahun menjelang penyusunan
UMK baru untuk tahun berikutnya. Resistensi sosial buruh makin kuat, manakala usulan
kenaikkan upah ditolak oleh pemerintah daerah da n asosiasi pengusaha. Protes sporadis buruh
yang terjadi tidak mencerminkan kuatnya daya tekan buruh dalam mempengaruhi keputusan
pemerintah sebagai pihak yang berwenang  memutuskan besaran upah buruh tiap -tiap tahun.
Dalam tiap aksi protes buruh, terliha t bahwa aspek jumlah (kuantitas) buruh yang besar dalam
menentang penetapan UMK tidak selalu mengarah dan menghasilkan akumulasi kekuatan sosial
dan  politik buruh sebagai kelompok kepentingan sosial terhadap pemerintah.  Dari masa ke
masa, buruh tetaplah sebagai kelompok kuasi politik yang marginal, tidak radikal, sporadis dalam
aksi protes sosialnya dan lemah dalam organisasi gerakannya.

Berdasarkan pada kajian singkat protes sosial buruh yang terjadi di akhir tahun 2005 dan
awal 2006 yang menentang kepu tusan UMK 2006, kajian singkat ini akan memaparkan mengapa
protes sosial buruh relatif lemah dan jauh dari militan sebagai suatu gerakan sosial ( social
movement)? Apakah demonstrasi buruh di Jawa Timur merupakan tipe gerakan sosial ( social
movement)? Bagaimana prospek protes buruh sebagai kekuatan alternatif perumusan kebijakan
publik?

Industrialisasi, Negara, Buruh
dan Gerakan Sosial



Dalam perspektif makro, menyangkut perubahan sosial semasa era modernisasi, muncul beberapa
kajian yang mengkaitan efek modernisasi ekonomi yang berlangsung di negara -negara
berkembang dengan perubahan sosial  sebagai proses sistemik dalam masyarakat (Sztompka,
2004:82-84). Diasumsikan modernisasi menghasilkan perubahan yang menyeluruh namun
gradual menuju kemajuan, spesifi kasi dan diferensiasi struktur, fungsi dan peran -peran baru
dalam masyarakat, termasuk munculnya konsentrasi sektor pekerjaan baru (buruh) di daerah
urban, kelas menengah, birokrasi dan  kalangan industri. Implementasi modernisasi dan
industrialisasi di negara-negara berkembang mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih
besar yaitu munculnya perpindahan demografis berupa “gerakan menuju kota” dari kawasan desa
yang lebih agraris ke kota-kota industri baru (Evers dan Korff, 2002:2).  Dinamika demografi s
tersebut berlangsung secara gradual seiring suatu kebijakan pembangunan yang  pertumbuhan
sebagaimana umumnya berlangsung di negara -negara baru. Semangat mengejar pertumbuhan
ekonomi melahirkan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pasar dan
globalisasi terutama kebijakan mengundang investasi  domestik dan asing secara besar -besaran.

 “Gerakan menuju kota” tidak berjalan dalam ruang yang kosong namun lebih merupakan
konvergensi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan pilihan ni lai selama berlangsungnya
proses industrialisasi dan modernisasi. Kota -kota yang menjadi basis industrialisasi dan
modernisasi memiliki keunggulan -keunggulan komparatif dibanding desa seperti sarana
transportasi, ketersediaan layanan jasa,  pusat kekuasaan  atau pemerintahan, titik temu
perdagangan tradisional, letidak geografis antar -pulau dan memiliki keunggulan historik sebagai
model globalisasi kecil di era kolonial. Kota -kota yang berkembang menjadi kota -kota industri
masa kini  haketatnya merupakan kon tinuitas dari keunggulan-keunggulan komparatif masa lalu
yang di era kemerdekaan menjadi kota yang multi fungsi yaitu sebagai metropolis modern, pusat
pemerintahan, pusat propinsi dan modernitas. Selama 10 tahun terakhir kota -kota besar industri
menjadi daya tarik ekonomi  masyarakat desa untuk datang ke kota sebagai penyedia tenaga kerja
murah tanpa keahlian (unskilled).  Dorongan mobilitas ekonomi menjadi alasan rasional bagi
munculnya arus perpindahan desa ke  kota.  Faktor kemiskinan, ketiadaan sumber -sumber
ekonomi dan kapital yang dapat menopang  kelangsungan kehidupan masyarakast desa dan
terjadinya involusi pertanian merupakan  faktor sosial ekonomi  yang mendorong ( push factor)
arus urbanisasi desa ke kota.

Dari tinjauan sosiologis, munculnya kas us urbanisasi dapat dijelaskan dengan
menggunakan konsep Geertz yaitu kaitannya dengan konsep involusi pertanian di kawasan
pedesaan Jawa. Involusi pertanian menggambarkan pertautan  rumit antara area pertanian yang
mengalami distorsi produksivitas yang ti dak sebanding dengan beban ekonomi dan sosial yang
harus ditanggung keluarga petani dimana variabel pertambahan jumlah keluarga petani,  kian
sempitnya diversifikasi pekerjaan yang dapat diserap sektor pertanian, beralihnya fungsi lahan
serta pola kepemilikan tanah mulai bergeser mempengaruhi ketahanan fungsi ekonomi keluarga
petani. Lahan pertanian kawasan pedesaan digambarkan tengah menghadapi penurunan fungsi
ekonomisnya menuju ekonomi subsistensi yang mengarah padaa terjadi kemiskinan baru kawasan
pedesaan (Geerzt, 1983: xxvi-xxviii). Selain push factor, kota juga memiliki daya tarik yang
secara sosial ekonomi menjadi magnet bagi urbanisasi yaitu potensi sumber -sumber  ekonomi
kota akan ketersediaan lapangan pekerjaan  yang tidak dimiliki desa. Dalam hal  ini sektor industri
menyerap jumlah tenaga kerja yang besar yaitu jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian
khusus. Lapangan kerja di sektor industri tersebut berkembang pesat seiring dengan makin
cepatnya perkembangan ekonomi nasional yang berbasis  di kota-kota industri. Kota-kota industri
sekaligus juga berfungsi sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional selain sebagai kota
perdagangan, pusat pemerintahan, pelayanan publik, perbankan dan penyedia layanan jasa
ekonomi lainnya. Dalam perkembanga nnya, kota industri yang memiliki multi peran menjadi
tumpuan bagi semua lapisan masyarakat dalam menyediakan berbagai kemungkian dan
kesempatan-kesempatan untuk perubahan status sosial ekonomi baru. Para pendatang dan warga



setempat memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan baru atau mengkreasi pekerjaan baru
yang tidak terserap ke dalam jenis pekerjaan formal kota industri seperti munculnya kegiatan
ekonomi sektor informal di kota -kota industri. Namun, tetap saja daya tarik kota industri
terletidak pada sektor pekerjaan sebagai pekerja atau buruh industri dimana jumnlahnya makin
bertambah dari hari ke hari. Fenomena urbanisasi merupakan fenomena umum yang melanda
kota-kota besar utama yang menjadi pusat modernisasi seperti  Jakarta, Surabaya, Medan,
Semarang dan kota-kota industri lainnya.

Konsekuensi pertumbuhan kota industri adalah munculnya deferensiasi kekuasaan atas
dasar kepemilikan sumber-sumber ekonomi mau pun politik. Birokratisasi kewenangan negara
dan/atau pemerintah makin berkembang menginga t makin meluasnya urusan-urusan publik yang
harus dijangkau kekuasaan pemerintah selama proses pembangunan berlangsung. Kebijakan
publik pun makin luas ditangan pemerintah baik berupa bentuk layanan kepada masyarakat mau
pun berupa kontrol politis demi men ciptidakan stabiltas demi memperlancar jalanannya
pembangunan. Namun birokrasi bukan satu -satunya sumber kekuasaan yang ada. Selain negara
dan atau pemerintah, muncul sektor swasta sebagai kekuatan ekonomi baru sekaligus motor
penggerak pertumbuhan.  Swast a borjuis yang berkembang bukanlah swasta yang independen
seperti di barat.  Swasta yang dimaksud di sini adalah sektor swasta yang dikendalikan oleh
kepentingan politis birokrasi negara. Hal ini terkait dengan  kepentingan negara atau pemerintah
dalam kaitannya dengan sektor swasta yaitu  menjadikan borjuis domestik sebagai sumber
penghasilan negara atau memberi nilai surplus secara ekonomi bagi negara (Mas’oed, 2003:78).
Bahkan negara atau pemerintah memproteksi mereka dengan berbagai fasilitas kebijakan agar tetap kompetitif
menghadapi persaingan dengan  kekuatan ekonomi internasional yang ada.  Agar momentum pertumbuhan
ekonomi menghasilkan surplus ekonomi yang tinggi, negara menetapkan standar  stabilitas politik maksimal  yaitu
bagaimana meminimalisasi potensi konflik sosial dalam masyarakat agar tidak menganggu proses pembangunan
melalui kooptasi dan dominasi negara yang bercorak birokratik otoriter terhadap masyarakat (Mas’oed, 2003:82).

Potensi ganguan stabilitas yang dikontrol negara adalah partai politik, kelompok
kepentingan, intelektual, media massa, buruh dan mahasiswa.  Format politik birokratik otoriter
tersebut ditandai oleh karakteristik seperti : pemerintah dikuasi oleh militer, partai politiik
dikendalikan secara korporatis oleh pemerintah , organisasi-organisasi sosial dan kelompok
kepentingan dilebur (fusi) ke dalam wadah -wadah asosiasional yang dipimpin dan diarahkan oleh
pemerintah termasuk media massa, kelompok profesi, agama, pengusaha dan buruh. Sebagai
payung legitimasi politik maka disahkan berbagai undang-undang yang mengatur hak dan
kewajiban organisasi-organisasi sosial dan politik serta kelompok profesi seperti Undang -Undang
kepartaian Nomor 3 tahun 1985 tentang partai politik; Undang -Undang Nomor 8 tahun 1985 yang
organisasi kemasyarakatan.  Kenyataannya, undang -undang tersebut lebih berfungsi sebagai
instrumen pembatasan atas pluralisme sosial politik dari pada instrumen demokratisasi politik.

Gerakan Sosial

Konsep gerakan social dimunculkan tahun 1842 oleh Lorenz von Stein , seorang sarjana Jerman,
untuk menggambarkan gerakan sosial proletarian sosialis.  Gerakan sosial dikategorikan sebagai
gerakan yang dilakukan kelas pekerja atau buruh yang menuntut pembagian kesejahteraan
ekonomi yang adil dalam konteks hubungan pekerja dan pemilik modal. Dalam istilah yang lebih
strukturalis, gerakan sosial menuntut perubahan sosial yang lebih fundamental tatanan sosial
masyarakat yang dianggap timpang dan tidak adil. Dalam perspektif Marxian, gerakan sosial
diawali dari adanya proses al ienasi dan marginalisasi buruh  yang terjadi selama proses
industrialisasi. Bagaimana alienasi dan marginalisasi terjadi,  dikaitkan dengan  proses
pemiskinan kerja atau buruh akibat sistem pengupahan yang murah  dan cenderung eksploitatif
terhadap diri pekerja. Pekerja adalah bagian dari mesin ekonomi atau komoditas produksi sama
seperti bahan-baku yang harus ditekan  sekecil mungkin cost nya untuk menghasilkan benefits
yang sebesar-besarnya bagi pemilik kapaital. Persepsi pemilik modal terhadap pekerja ( force of



production) adalah identik dengan mesin produksi ( means of production) sehingga menempatkan
posisi pekerja secara ekonomi, sosial dan politik sebagai pihak yang dapat dieksploitasi secara
fisik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Posi si pekerja yang secara ekonomi
dan sosial sebagai sub-ordinat pemodal ini mengawali terjadi proses alienasi sosial, ekonomi dan
politik diri pekerja dari dunia sekitarnya.

Dalam perspektif strukturalis, mesinisasi pekerja sebagai mesin produksi tidak seb anding
dengan upah yang mereka terima namun mereka tidak mampu meningkatkan posisi tawar
ekonomi karena pekerja sudah sedemikian tergantung dengan upah yang rendah guna menjamin
eksistensi kehidupan mereka. Upah rendah dan kemiskinan menjadi keseharian pek erja dan
mereka menerima marginalisasi sebagai hal yang biasa, sehingga muncul istilah a klassse an sich
(class in itself) yaitu suatu  bentuk penerimaan atas realitas sosial yang mengarah pada terjadinya
proses pemiskinan pekerja sebagai bagian dari kehid upan sehari-hari. Konsep yang tepat untuk
menggambarkan keadaan demikian adalah kesadaran palsu ( false consciousness) yang
melingkupi kesadaran pekerja atas realitas sosial dan ekonomi yang eksploitatif. Dalam konteks
teori gerakan sosial,  pengubahan kesa daran palsu menuju kesadaran yang sebenarnya ( class for it
self)  membutuhkan proses penyadaran politik dan mobilisasi politik melalui pembentukan
organisasi pekerja yang kuat. Fungsi utama penyadaran dan mobilisasi politik adalah untuk
membongkar (unmask) realitas semu (palsu) yang ada dalam konstruksi pemikiran pekerja atas
dunia sosial mereka yang tereksplotasi. Fase unmask atas realitas semu (palsu) guna
menghasilkan kesadaran yang sebenarnya adalah awal dari terbentuknya suatu gerakan sosial,
yang selanjutnya dapat ditahapkan sebagai berikut (Dawson, Gettys 1934) :
1. unrest, (muncul kekacauan,  sikap frustrasi, merasakan ketidakadilan)
2. excitement, ( menuju pada sublimasi, keinginan yeng mengebu untuk bertindak menentang)
3. formalization, (perumusan konsep dan ideologi perjuangan)
4. institutionalization, (pelembagaan / organisasi pergerakan)
5. dissolution (akhir dari tujuan)

Menurut perspektif strukturalis, ide tentang  gerakan sosial dihubungkan dengan struktur
sosial yang ada seperti adanya ke timpangan dan ketidakadilan seeta perasaan alienasi. Adanya
faktor yang saling mengkait dengan struktur sosial  diungkapkan Heberly seperti adanya kaitan
dengan:
1. ideologi,  keyakinan dan kohesi sosial kelompok
2. faktor kepentingan psikologi sosial, sen timen dan kebencian/ dendam
3. struktur internal gerakan sosial, distribusi kekuasaan  dan pengaruh intern
4. strstegi gerakan
5. fungsi gerakan dalam konteks perubahan sosial yang lebih besar

Sementara itu, Baldridge menghubungkan gerakan sosial dengan  perilaku kolektif yaitu
aksi yang dilakukan kelompok terorganisasi untuk memformulasikan adanya perubahan sosial
atau memperjuangkan ide-ide perubahan (Baldridge, 1980:509).  Dengan aspek perilaku kolektif,
maka gerakan sosial dilihat sebagai reaksi psiko logi atas situasi lingkungan sosial yang dianggap
tidak adil oleh kelompok yang melakukan aksi protes dengan tujuan perubahan sosial. Faktor -
faktor sosial yang menjadi sebab gerakan adalah aspek diskrepansi atau kesenjangan antara cita -
cita/ harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan sosial yang ada. Akumulasi diskrepansi
menyebabkan frustrasi sosial dan  kekecewaan sosial sehingga menumpuk menjadi bentuk
kesadaran massa (kolektif) menentang struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Selanjutnya
ia merumuskan ciri-ciri gerakan sosial yaitu:
1. berorientasi pada kekuasaan, yaitu perjuangan untuk mempengaruhi dan mengontrol sumber -

sumber kekuasaan dalam masyarakat



2. berorientasi pada nilai, yaitu adanya sistem nilai dan menyakinkan publik tentang nilai ya ng
diperjuangkan melalui persuasi dan aksi -aksi protes misalnya yang terjadi di USA gerakan
kebebasan perembuan dan gerakan penentangan diskriminasi ras

3. adanya ekspresif personal, yaitu  penemuan jati diri gerakan melalui figur personal yang kuat
dan karismatis serta menjadi sentra ide-ide gerakan

4. resistensi yaitu perlawanan dengan mempromosikan perubahan sosial atau bahkan menentang
perubahan yang dipromosikan kelompok lain.

Gerakan sosial dapat diukur dari sejauhmana daya tahan gerakan  dalam meng hadapi
tekanan-tekanan kelompok luar. Gerakan sosial yang memiliki karakter kuat dalam
kepemimpinan, sosialiasasi ide-ide yang mengakar dan strategi merumuskan isu sebagai tema -
tema  krisis  akan mampu bertahan relatif lama. Terkait dengan masalah tersebut  suatu gerakan
sosial ibarat embrio yang mengalami evolusi dan menghadapi tekanan -tekanan bahkan mendekati
kehancuran kalau tidak mampu mengembangkan beberapa tahapan yaitu:
1. pengembangan gerakan;
2. agitasi dan kesadaran ideologi gerakan;
3. adanya ideologi atau keyakinan umum sebagai pemersatu gerakan;
4. kebutuhan adanya kepemimpinan yang sentral sebagai figur pusat gerakan;
5. interpretasi akan situasi sosial yang menyulut gerakan seperti kemiskinan, ketidakadilan,

konflik akut dalam tubuh kekuasaan dan kondisi-kondisi sosial yang dianggap opresi dan
diskriminasi rasial.

Sementara itu, dalam kaitan sebagai aksi massa kolektivitas, gerakan sosial berbeda dengan
misalnya bentuk-bentuk protes sosial walaupun keduanya merupakan perilaku kolektif massa.
Hal ini digambarkan oleh Lofland yang mengindentifkaskan tipe -tipe protes sosial sebagai bentuk
aksi massa yang terjadi karena munculnya faktor -faktor krisis dalam kehidupan kelompok sosial.
Protes sosial dikaitan dengan bentuk penyataan pendapat yang disa mpaikan beramai-ramai yang
umumnya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, boikot, pemogokan atau keengganan
melakukan sesuatu terhadap kekuasaan dan mengeluarkan deklarasi yang menolak gagasan di
muka umum (Lofland, 2003 :2-3).

Reaksi protes sosial terhadap keadaan yang dipersepsikan  sebagai krisis oleh kelompok
protes lebih spontan dan tidak terstruktur sebagaimana sebuah gerakan sosial. Namun demikian,
sebuah aksi protes sosial dapat berubah menjadi bentuk aksi gerakan sosial manakala terdapat
kondisi-kondisi objektif seperti kondisi makro politik berubah tidak menguntungkan kelompok
protes, adanya struktur organsiasi yang permanen ( grassroot) serta ideologi gerakan (Lofland,
2003:27). Menurutnya, ada beberapa varian gerakan protes:
1. crowd dengan emosi dominan pada aspek kecemasan, ketidakutan, panik, teror, perasaan

terancam;
2. mass dengan emosi dominan pada ekspresi kerusuhan kolektif, frustrasi mendalam,

ketidakberdayaan, terdapatnya perasaan kepuasan emosi (( ekstasi) yang meluap-luap, menuju
pada kerusuhan (riot)  dan hysteria;

3. public dengan emosi pada pemahaman sentimen umum yang relatif sama;
4. social movement dengan emosi dominan pada tuntutan perubahan yang didahului pemahaman

kolektif akan situasi politik yang tidak normal, krisis, ke mandegan yang merusak tatanan
kelompok protes atau gerakan. Berbagai ketidaknormalan tersebut digambarkan sebagai
masa-masa sulit dalam politik rasialisme di USA, aksi kaum gettho, gerakan kebebasan
peremuan dan separatisme.

Gerakan Protes atau Gerakan Sosial?



Menggejalanya aksi protes buruh yang setiap akhir tahun menuntut kenaikkan upah kerja tidak
terlepas dari kian terbukanya akses partisipasi politik buruh dalam menyampaikan aspirasinya
semenjak 1998. Akses partisipasi buruh ini makin lebar terbuka s eiring dengan makin pluralnya
serikat kerja di setiap unit industri atau pabrikan. Sesuai pasal 5 Undang - Undang Nomor 21
tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, terdapat kebebasan para buruh untuk
membentuk serikat kerja di tiap -tiap unit usaha dengan dukungan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang buruh. Kebebasan dalam membentuk serikat kerja ini betul -betul dimanfaatkan
oleh buruh untuk mendeklarasikan serikat  kerja sesuai warna dan kepentingan politiknya.  Saat
ini tidak kurang dari 20 (dua puluh) serikat kerja yang tampil mewakili aspirasi buruh, baik yang
beririkan afiliasi agama, sosial demokrasi sampai yang pragmatis (Uwiyono, 2001).  Pluralitas
serikat buruh dapat dilihat dari nama -nama yang ada seperti SARBUMUSI (Islam), Serkat Buruh
Kerakyatan (Sosial Demokrasi), KMB, GASBINDO, FSBDI, PPMI, FAKUBA, FPSI (Golkar),
REFORMASI, SBSI (Sosial Demokrasi), FNPBI/ PRD, SP INDEPENDEN, GSBI, SBMSK dan
FSP BUMN.  Serikat buruh yang dideklarasikan ada yang terdaftar di Dinas tenaga Kerja ada
yang tidak terdaftar. Kebebasan membentuk serikat buruh sekaligus mengubah peta politik
gerakan buruh di Indonesia yang selama Orba didominasi oleh semangat kooptasi negara atau
pemerintah terhadap  organisasi buruh. Kekuatiran pihak pemerintah yang bersifat polit ik lebih
menonjol dibanding semangat untuk mengakomodasi aspirasi plural para buruh yang  upahnya
hanya cukup untuk memperpanjang ekonomi subsistensi mereka. Karena itu, kebebasan
membentuk serikat buruh diharapkan menjadi sarana kelembagaan kelompok buruh  dalam
memperkuat posisi tawar mereka tatkala berhadapan dengan pemerintah dan  pengusaha dalam
menentukan besaran upah kerja.

Menjamurnya serikat buruh saat ini amat kontras dengan masa Orba dimana pemerintah
hanya mengakui satu  serikat kerja yaitu Seri kat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai satu -
satunya serikat kerja yang direstui pemerintah. Di luar SPSI tidak boleh ada serikat kerja yang
lain. Dengan makin pluralnya serikat kerja, maka klaim pemerintah (lewat SPSI)  sebagai
penafsir tunggal  aspirasi buruh  tidak relevan lagi. Demikian pula kalangan pengusaha dan dinas
tenaga kerja tidak lagi bebas dalam bermain menentukan upah kerja. Dalam perkembangan saat
ini ada 2 (dua) kecenderungan proses pendirian serikat kerja yaitu ada serikat kerja yang yang
dibentuk buruh dalam unit peroduksi mereka sendiri dan ada serikat kerja yang merupakan
kepanjangan tangan jaringan LSM  yang menaruh perhatian terhadap nasib buruh.  Dua model
serikat kerja tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai wadah penya daran hak-hak
hukum, ekonomi dan sosial buruh yang bertahun -tahun terabaikan dari proses perdebatan publik.
Melalui serikat kerja maka setiap perdebatan soal upah buruh hakekatnya merupakan ranah
terbuka atau publik yang harus diperdebatkan melalui saluran -saluran kelembangaan yang
memiliki legitimasi publik seperti DPRD. Sebagai ranah terbuka atau publik, isu upah kerja
melibatkan rtusan ribu jiwa atau puluhan ribu keluarga yang menjadi bagian dari kepentingan
luas masyarakat. Di sinilah relevansinya, peru musan upah kerja tidak dapat lagi dianggap sebagai
kebijakan sektoral yang terlepas dari konteks tanggungjawab pemerintah.

Untuk kasus munculnya protes sosial buruh di Jawa Timur dapat diamati sebagai suatu
bentuk protes sosial dan bukan gerakan sosial.  Mengapa? Dari perspektif  teoritik, dapatlah
dirumuskan bahwa gerakan sosial adalah  gerakan kolektivitas yang dilakukan sebagai reaksi atas
struktur sosial, politik dan ekonomi yang dirasa tidak adil, timpang dan eksploitatif. Herbert
Blumer, mengartikan gerakan sosial sebagai proses yang terjadi di luar realisme yang mapan serta
termasuk tindakan kolektif.  Dalam pemaknaan gerakan sosial, kolektivitas menjadi penting,
sebagai kekuatan untuk mentransformasikan hubungan -hubungan sosial yang mapan atau untu k
merubah hubungan-hubungan sosial yang melibatkan para partisipan. Himpitan dan tekanan
faktor-faktor sosial ekonomi seperti upah kerja yang tidak sebanding dengan naiknya harga -harga
barang kebutuhan pokok turut mendorong para buruh untuk melakukan aksi tuntutan atau protes
sosial. Dengan naiknya harga kebutuhan dasar yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan
mengandalkan upah saat ini, maka posisi pekerja menjadi termarginalkan secara ekonomi. Secara



sosial, buruh makin teralienasi dari produk -produk yang mereka hasilkan sendiri. Artinya, daya
beli mereka rendah atas barang-barang yang barangkali adalah karya tangan mereka sendiri.
Bayang-bayang PHK membuat mereka makin frustrasi dan tertekan sehingga berpotensi
menciptidakan kesadaran kolektif sebagai lapis an tertindas.

Proses marginalisasi, frustrasi sosial dan ketertekanan ekonomi tersebut adalah fase awal
bagi munculnya sebuah gerakan sosial yang mereaksi situasi yang dianggap tidak adil. Secara
umum kecenderungan buruh untuk melakukan aksi -aksi demonstrasi menentang sistem
pengupahan makin tinggi frekuensinya seiring dengan makin terintegrasinya sistem
perekonomian kita ke dalam sistem perekonomian global kapitalistik. Dalam skala asumtif, ada
kaitan antara kecenderungan makin luasnya demonstrasi peker ja dengan model sistem
perekonomian kita yang liberal yang ditafsirkan menguntungkan sebagian kecil kalangan namun
secara struktural makin tergantung,  terpuruk dan terseok -seok daya kompetitifnya dalam tataran
persaingan regional dan global. Ketika terja di krisis moneter yang berimbas pada krisis ekonomi
dan politik tahun 1997/1998, tidak terelakan struktur industri nasional runtuh. PHK dan
pengurangan buruh serta langkah -langkah efisiensi yang dilakukan kalangan industri telah
memacu terjadinya apa yang dikenal sebagai masa-masa krisis (time of troubles).  Krisis ekonomi
berimbas juga pada aspek politik dengan munculnya gerakan sosial rakyat perkotaan yang
menentang legitimasi orde baru di bawah kendali presiden Soeharto (1998). Time of troubles ini
mewadahi semua kalangan massa yang merasa pemerintah saat itu sudah gagal dalam mengontrol
harga-harga kebutuhan dasar ekonomi akibat  disparitas nilai mata uang rupiah dengan dollar.

Ketika itu rakyat dan mahasiswa protes dan mengecam pemerintah yang diangga p gagal.
Tidak hanya itu, muncul fenomena perlawanan massa terhadap simbol -simbol regime politik
yang telah gagal seperti presiden, Golkar, ABRI dan DPR/MPR. Mereka menuntut institusi -
institusi regime dibubarkan serta menuntut adanya transisi pemerintahan yang demokratis.
Demonstrasi yang menentang regime saat itu pun memainkan peran penting sebagai sarana
penekan menuju perubahan politik. Efektivitas tekanan terhadap regime yang dianggap gagal —
dari pengalaman 1998 — adalah produk gerakan sosial massa ya ng dilakukan secara strategis
dengan mengedepankan isu-isu sentral yang menjadi simbol represi. Simbol represi ini misalnya
orde baru sebagai representasi negara gagal ( faillure state), represif, pelanggaran HAM, KKN
dan mengabaikan hak-hak sipil rakyat. Isu-isu demikian mampu mengintegrasikan berbagai
kalangan seperti mahasiswa, buruh, rakyat biasa dan ormas serta aktivis yang semula belum padu
dalam  strategi dan target perjuangan menjadi lebih padu dalam menghadapi apa yang dikenal
sebagai musuh bersama. Dalam perspektif aksi demonstrasi buruh, maka aksi demonstrasi buruh
adalah bentuk protes sosial buruh. Aksi protes ini bentuk sublimasi kekecewaan  terhadap “negara
gagal’ yaitu negara yang gagal dalam memberikan perhatian dan kelayakan kehidupan kepada
buruh. Negara gagal menjadi inspirasi protes sosial  yang berwujud pada bentuk boikot, mogok
kerja dan aksi turun ke jalan. Negara gagal juga dalam artian gagal  mengadopsi terwujudnya
sistem pengupahan yang adil dan mampu memenuhi harapan buruh. Pada ting kat kesadaran
politik, “negara gagal” dapat mempercepat frustrasi kolektif  menjadi radikalisme sosial yang
tidak terkontrol yang pengejawantahannya  berupa demonstrasi massif sampai kekerasan yang
destruktif. Demonstrasi anti orba tahun 1998 merupakan con toh bagaimana tingkat kesadaran
kolektif terbentuk sebagai efek dari fenomena “negara gagal” ala orba.

Tidak tertutup kemungkinan, penolakan pemerintah daerah (gubernur) untuk
mengakomodasi upah buruh yang lebih baik  akan segera direaksi sebagai prakte k “negara
gagal”.  Penolakan atau lambannya respon kepala -kepala daerah atas UMK yang diajukan buruh
akan direduksikan para pekerja ke dalam tingkat kesadaran kolektif mereka sebagai bentuk
musuh bersama. Artinya, sikap lamban atau bahkan penolakan atas re visi UMK akan
mengeraskan perjuangan kolektif buruh dalam menuntut upah yang lebih baik. Cuma
masalahnya, apakah di antara protes  buruh terdapat struktur pengorganisasian gerakan yang
padu, kuat dan mudah diterima oleh gerakan buruh lainnya? Sebab tidak j arang aksi  buruh yang
sukses melakukan demonstrasi besar -besaran rawan untuk dipecah-belah kekuatan luar. Kecuali



kalau memang gerakan buruh  sudah sedemikian kuat dan padu sebagaimana pernah terjadi di
Polandia jaman tokoh gerakan buruh galangan kapal ya ng dipimpin oleh Lech Walesa yang
menentang regime komunis dan yang kemudian menjadi presiden Polandia pasca komunisme. Di
Indonesia, tidak ada model gerakan pekerja seperti di Polandia atau negara -negara dengan tradisi
gerakan buruh yang secara politik ku at dimana serikat buruh menjadi basis kekuatan politik yang
menasional. Atau seperti di Korsel, Prancis, Inggris dan Jerman.  Di Korsel, trasisi perlawanan
dan radikalisme buruh sangat kuat sehingga tiap musim pemerintah disibukan dengan
demonstrasi buruh yang acap keras dan menimbulkan korban fisik dan jiwa.

Di Indonesia, tradisi gerakan buruh  lemah karena serikat buruh umumnya tidak terjalin
sebagai sebuah jaringan gerakan sosial yang kuat dengan  akar kepemimpinan serta ide
perjuangan yang jelas. Sebal iknya, aksi buruh lebih tepat disebut sebagai bentuk protes sosial
kolektif tanpa dorongan-dorongan ideologi yang jelas. Satu -satunya ideologi protes sosial buruh
yang mampu menyatukan komponen -komponen serikat kerja untuk melakukan aksi protes masih
terbatas pada isu sekitar upah kerja  (UMK), THR dan tuntutan insentif ekonomi lainnya.
Tuntutan protes buruh masih pada taraf ekonomi subsistensi subjektif keluarga.  Meminjam
analisa strukturalis, protes buruh masih belum matang menjadi sebuah pintu bagi munc ulnya
gerakan sosial. Isu atau tuntutan protes buruh  tidak elementer sebagai sebuah sarana bagi proses
penyadaran politik kolektif selama buruh belum menyadari secara objektif dan mendalam akan
adanya eksploitasi  yang sistematik dalam proses produksi kap italisme yang lebih besar. Secara
keorganisasian, struktur protes sosial mereka relatif lemah, tidak kuat dalam struktur organisasi,
pendanaan kurang, ideologi yang berfungsi mempersatukan serikat buruh sebagai sebuah gerakan
sosial belum begitu kuat.  Kesadaran ideologi kolektif buruh sendiri kurang membumi secara
politik di kalangan. Selain itu,  ada semacam stigma bahwa gerakan buruh   identik dengan
gerakan “kiri” yang tidak mendapat tempat di aras politik nasional serta adanya kecurigaan -
kecurigaan lain yang lebih politik. Gerakan buruh juga tidak memiliki sarana afiliasi politik
kepartaian yang kuat walau pun dalam pemilu 1999 dan 2004 ada beberapa partai politik yang
mengklaim sebagai partai buruh namun secara struktural mereka tidak berakar kuat dan lemah
dalam konsolidasi massa serta organisasi. Dengan demikian, tradisi perlawanan buruh   terhadap
refleksi “negara gagal” sangat lemah karena serikat buruh lebih mengandalkan perjuangan yang
sporadis  (terpisah) dan tidak terkoordinasi dengan luas. Day a tekan dan paksa serta  posisi tawar
buruh terlihat lemah secara politik Di masa depan, efektivitas demonstrasi buruh   sebagai
sebuah protes sosial dalam menekan pemerintah (dan kalangan industri) tergantung pada
bagaimana buruh merumuskan strategi perju angan mereka.  Buruh perlu merancang suatu
jaringan organisasi yang rapi dan padu, adanya kepemimpinan massa, isu atau  nilai -nilai sosial
politik yang dijadikan sumber pemersatu gerakan pekerja, target/sasaran perjuangan, serta
bagaimana dilakukan penggalangan dana perjuangan. Dalam konteks kekinian, demonstrasi
buruh yang terjadi perlu dicermati dalam tataran yang historik politik terkait perubahan -
perubahan kebijakan ekonomi regime politik yang makin terintegrasi dalam globalisasi
perekonomian.  Sistem perokonomian yang makin mengarah pada persaingan bebas dan
terbukanya pasar dalam negeri terhadap komoditas ekonomi asing seperti barang konsumtif dan
teknologi madya dan tinggi lainnya, ternyata  tidak menjadikan struktur industri domestik lebih
kompetitif dalam menghadapi serbuan barang -barang asing. Justru sebaliknya, struktur industri
kita makin  mengarah pada kejatuhan dan kebangkrutan akibat  tidak mampu merebut pasar
dalam negeri.

Masyarakat pun dihadapkan banyak pilihan untuk membeli barang -barang konsumtif luar
negeri yang murah dengan teknologi yang relatif bagus.  Pelan -pelan namun pasti, industri yang
semula bertindak sebagai produsen akhirnya berubah konsumen dan sekaligus importir barang -
barang konsumsi asing. Adanya biaya produksi yang lebih  tinggi, pungutan liar dan berbagai
skema regulasi  pajak dan keuangan yang memberatkan pengusaha  berakumulasi menjadi
variabel ekonomi yang memberatkan dunia usaha. Mereka akhirnya lebih memilih sebagai
pengimpor dari pada produsen. Banyak industri yang kemudian beralih fungsi menjadi pengimpor



karena melihat peluang pasar dalam masyarakat kita yang besar dan konsumtif.  Kalkulasi
keuntungan ekonomi nampaknya lebih besar dibanding ketika masih bertahan sebagai produsen
yang menghadapi banyak regulasi namu n tidak semuanya menguntungkan sektor industri.
Dengan sifat konsumtif masyarakat kita, maka peluang bisnis lebih menggiurkan. Perubahan
makro ekonomi yang terjadi demikian tidak pelak memukul kesehatan keuangan industri yang
saat ini sangat terpukul dengan kenaikkan BBM. Biaya produksi menjadi tinggi, sementara daya
beli masyarakat melemah. Kompensasi internalnya adalah kalangan industri melakukan
pengetatan dan efisiensi termasuk PHK. Dampak PHK tentu bersifat politis dan akan
menimbulkan reaksi radikal kalangan buruh   yang tidak terakomodasi kepentingannya.
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